Ar-Ribhu Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2022
P-ISSN . 2614-7823 https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu

ANALISIS PEBANDINGAN PENGARUH PEMBIAYAAN MUROBAHAH DAN
MUDHAROBAH TERHADAP PENINGKATAN PRODUKTIFITAS
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UKM) DI PEKANBARU

Popi Adiyes Putral
Nurhasanah?
Siti Nurhalimah Hanum3

Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Kota Pekanbaru
JI. Kuau No.01 Sukajadi Pekanbaru

adiyes.putral23@gmail.com
hasanahmaulana87@gamail.com
sitinurhalimahhanumé6@gmail.com

Abstrak.

Produk bagi hasil merupakan salah satu “jualan” bank syariah, seharusnya produk atau
akad ini dominan digunakan oleh bank syariah. Tapi realita menunjukan ternyata produk
bagi hasil dengan akad mudharobah dan musyarokah tidak menjadi yang paling banyak
digunakan. Akad ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan produk jual beli dengan akad
murobahah. Menurut data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran
pembiayaan dengan akad mudharobah rata-rata per tahun hanya 20% - 25%, sedangkan
penyaluran dengan akad murobahah menjadi dominan dengan rata-rata 60%-75%. Jumlah
ini tentu menjadi sesuatu yang memunculkan masalah, seharusnya bank syariah yang
pendiriannya dengan semangat membangun ekonomi yang berkeadilan menyalurkan
pembiayaan lewat produk dan akad yang berkeadilan juga. Tapi nyatanya produk dan akad
yang dominan digunakan bank syariah tidak akad yang berkeadilan. Hasil pengabdian
menunjukan bahwa dominasi akad murobahah dilatar belakangi oleh kemudahan akad
murobahah dalam penerapannya, dan relative hampir mirip dengan akad kredit yang
dijalankan oleh bank konvensional. Kemiripan akad ini juga menjadi lebih mudah dipahami
dan dijalankan oleh pegawai bank syariah.

Kata Kunci: Mudharobah; Murobahah; Kredit

Abstract.

Profit sharing products are one of the "sales” of Islamic banks, this product or contract should
be dominantly used by Islamic banks. But reality shows that profit-sharing products with
mudharobah and musyarokah contracts are not the most widely used. These contracts are
much smaller when compared to the sale and purchase products with murobahah contracts.
According to data released by the Financial Services Authority (OJK), the distribution of
financing with mudharobah contracts averages only 20% - 25% per year, while distribution
with murobahah contracts is dominant with an average of 60%-75%. This number is certainly
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something that raises problems, Islamic banks should be established with the spirit of building
an equitable economy to channel financing through equitable products and contracts as well.
But in fact, the products and contracts that are dominantly used by Islamic banks are not
equitable contracts. The results of the service show that the dominance of the murobahah
contract is motivated by the ease of the murobahah contract in its application, and is
relatively similar to the credit contract run by conventional banks. The similarity of this
contract is also easier for Islamic bank employees to understand and implement.

Keywords: Mudharobah; Murobahah; Credit,

A. PENDAHULUAN
Perkembangan bank syari’ah 5 tahun terakhir ini menunjukan pertumbuhan yang

cukup signifikan. Rata-rata tingkat pertumbuhannya di atas 10 %, hal ini dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel I
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Dalam Miliar Rupiah
Indikator | 2016 | 2017 | 2018 2019 2020 zl\ggll

Aset 254.184 288'()? 316.691 | 350.364 | 397 073 | 404 353
DanaPihak | 59571 3419| 3800| 4253| 4758| 4824
Ketiga

BUS 13 13 14 14 14 12
uus 21 20 20 20 20 20
Jaringan

Kantor BUS 1.869 1.825 1.875 1.919 2.034 2.043

Sumber: SPS Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mei 2021

Berdasarkan tabel terlihat perbankan syariah di Indonesia (aset, dana pihak ketiga,
dan pembiayaan) mengalami pertumbuhan signifikan. Tahun 2016, asset bank Syariah Rp
254.184 T tumbuh menjadi Rp 404.353.269 T per Mei Tahun 2021. Dana pihak ketiga
(DPK) juga mengalami peningkatan dari Rp 152.676 T pada tahun 2016, naik menjadi Rp
482.4 T per Mei tahun 2021.1

Tingkat pertumbuhan bank syari’ah ini perlu diberikan apresiasi, tapi disisi lain
perlu juga untuk dikritisi. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mei 2021, total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah
mencapai Rp.390,252 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp.355.182
triliun. Pertengahan tahun 2021 komposisi pembiayaan didominasi oleh akad murabahah
yaitu 60%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 58,40%.
Sebaliknya pembiayaan mudharabah berjumlah 35.90% pada mei tahun 2021 dan 36,62%
pada tahun 2020.2 Sedangkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, nilainya masih kecil.

! Tim Admin Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Perbankan Syariah Mei 2021. Download
Agustus 2021
2 Tim Admin Website OJK...
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Dominasi murabahah terhadap mudharabah ini merupakan masalah dalam perbankan
syariah, sehingga perlu dicari solusinya supaya jumlah pembiayaan mudharabah dapat
ditingkatkan.

Meskipun Bank Indonesia sebagai regulator sudah menghimbau agar perbankan
syariah mengurangi pembiayaan yang menggunakan skema murabahah (pembiayaan
dengan akad jual beli) dan meningkatkan pembiayaan dengan menggunakan skema
mudharabah (pembiayaan dengan akad bagi hasil). Bank syariah telah berusaha untuk
meningkatkan pembiayaan mudharabah tetapi justru permintaan dari nasabah lebih
menyukai pembayaran yang jumlahnya tetap sebagaimana yang terdapat dalam
murabahah. Sebetulnya bagi bank syariah, margin (keuntungan) murabahah sendiri relatif
kecil (rata-rata 14% - 16%), sedangkan mudharabah rata-ratanya diatas angka tersebut.

Praktek yang dijalankan bank syari’ah ini sungguh amat memprihatinkan karena
mengingat dasar yang dibangun oleh bank syari’ah yang mengedepankan bagi hasil (profit
and loss sharing) sebagai jargonnya dalam pemasaran. Ironis bank syari'ah yang
mempunyai tujuan untuk membangun sector usaha kecil dan menengah (sector riil) tidak
berpihak kepada sector tersebut, dan sesungguhnya sistem ini menjadi pembeda utama
antara bank syari’ah dengan bank konvensional. Fakta menunjukkan bahwa pembiayaan
mudharabah dan musyarakah yang seharusnya ditingkatkan malah semakin dijauhi oleh
perbankan syariah dengan berbagai alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap aver
storisk dan aver stoeffort pelaksana bank syari’ah. Padahal produk mudharabah dan
musyarakah adalah pembeda yang paling jelas, dan sekaligus posisi yang baik, bagi bank
syariah ketika bersaing melawan bank konvensional. Sebaliknya pembiayaan murabahah
justru semakin dominan secara sangat signifikan. Tentu saja, mudharabah dan musyarakah
memang tidak perlu dipertentangkan dengan murabahah, namun praktek dengan sengaja
‘memurabahahkan’ pembiayaan - pembiayaan yang seharusnya berskema mudharabah
atau musyarakah menunjukkan keengganan bank syariah terhadap prinsip syariah yang
murni. Praktek ‘mudharabah wal murabahah’ pun sebenarnya bisa berpotensi melintir
karena ketiadaan kontrol kepatuhan syariah yang cukup dilevel murabahahnya.

Menurut Tafsir Al-Mishbah volume 14 hal 112, dijelaskan bahwa :

"Harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok
manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat.
Penggalan ayat ini telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan
keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak
berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pembagiannya harus selalu sama. Dengan
penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semula Al-
Qur’an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial” .3

Selain itu juga dilarang untuk menimbun harta dan salurkan harta pada sektor-
sektor yang produktif, firman Allah SWT dalam Al qur’an Surat An Nisa ayat 29;

s & I8l &) ol T3l V5 B a8 0 380 (088 o W) iy o5 031 15 ¥ T skae Gl
Artinya; (29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287];
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamuy).

3 Prof.Dr KH. Qurais Syihab, Tafsir Al Misbah Vol. 4., h., 112
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Mengacu pada ayat ini, adalah sebuah keharusan bagi bank syari’ah untuk lebih
mengedepankan pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharobah dan musyarokah) ketimbang
murobahah. Karena bank syari’ah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk
memajukan perekonomian masyarakat harus berpihak pada sektor riil. Bank syari’ah
diharapkan tidak terbawa arus mengejar materi (profit) saja, yang pada akhirnya
mengenyampingkan produk-produk yang lebih mampu mengangkat martabat
perekonomian umat. Pertanyaan yang paling krusial di sini mengenai dampak dari aktivitas
murabahah kepada ekonomi umat, diantaranya; apakah produk itu mampu menciptakan
peluang pekerjaan baru, menolong dalam usaha mendirikan firma atau perusahaan,
menaikkan produktivitas, dan menjaga tingkat harga serta mengurangi jurang pendapatan?
Jika ternyata dampak itu belum dirasakan masyarakat, maka seyogianya kita perlu meneliti
kembali arah kinerja perbankan syari’ah pada masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Metode dan analisis data serta desain penelitian. Data yang dikumpulkan dalam
penelitian ini menggunakan metode studi kasus kepada para pelaku UMKM yang menjadi
nasabah pembiayaan bank syariah. Data dikumpulkan melalui kuisioner dan wawancara
serta penelusuran literatur terkait. Sampel dalam penentuan responden yang dipilih
mengunakan teknik pengambilan sampel non probabilitas (non acak) dengan purposive
sampling. Setelah data dikumpul kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif
lewat pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan data
berupa fakta-fakta dari hasil kuisioner dan wawancara. Sedangkan data kuantitatif
dilakukan dengan regresi berganda (multiple regression). Setelah diketahui factor-faktor
yang berpengaruh secara signifkat terhadap peningkatan produktifitas UMKM, maka
kemudian dilakukan perbandingan murobahah dengan mudharobah dalam melihat
ketepatan dan kecepatan peningkatan produktifitas UMKM. Perbandingan dilakukan
dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Ascarya, Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa
keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas
dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian
(maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan,
dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan
bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank
Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain
menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan
tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.*

Menurut Akhmad Mujahidin, perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu
system perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariat (hukum) Islam. Usaha untuk
membentuk system ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut
maupun meminjam dengan bunga atau yang dikategorikan haram (misal; usaha yang
berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dan

4 Ascarya dan Diana Yumanita, Bank Syariah: Gambaran Umum, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan
Kebanksentralan Bank Indonesia, Seri Kebanksentralan, 2005), h., 4
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lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh system perbankan konvensional.>
Sementara dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa
perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat berdasarkan Prinsip
Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehatian-hatian. ¢

Berdasarkan pengertian di atas, Perbankan Syariah bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan,
dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu bank syariah juga bertujuan atau
berorientasi tidak hanya pada profit tetapi juga didasarkan pada falah (falah oriented). Hal
ini berbeda dengan orientasi perbankan konevensionel yang hanya berorientasi pada profit
saja (profit oriented).”

Untuk mencapai tujuannya, perbankan syariah memiliki fungsi menghimpun dana
dari masyarakat yang surplus dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang
membutuhkan. Dalam bank Islam metode penyaluran dana kepada masyarakat yang
membutuhkan dana dapat di lakukan dengan cara: jual beli, pembiayaan, investasi dan bagi
hasil.8 Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat
yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah
dari masyarakat yang surplus dana.?

Di dalam menyalurkan pembiayaan, Khan seperti yang dikutip Ascarya menyatakan
pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai lima bentuk utama, yaitu
mudharabah dan musyarakah (dengan pola bagi hasil), murabahah dan salam (dengan pola
jual beli), dan ijarah (dengan pola sewa operasional maupun finansial).10 Selain kelima
bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan
langsung atau tidak langsung dari ke lima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga
memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa (fee-based services) seperti gardh dan
jasa keuangan lainnya.ll

Bentuk pembiayaan bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati
oleh para ulama adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk mudharabah
dan musyarakah. Menurut Al-Omar dan Abdel-Haq, seperti yang dikutip oleh Ascarya,
Prinsip bagi hasil adalah al-ghunm bi’l-ghurm atau al-kharj bi’ldaman, yang berarti bahwa
tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko. Khan menambahkan untuk
setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil.22 Ciri utama pembiayaan bagi
hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana

5 Akhmad Mujahidin, Prof.Dr.H.M.Ag.,Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h., 17

® UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

" Akhmad Mujahidin, op.cit., h., 19

8 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan Implementasi
Operasional Bank Syariah, Djambatan, Jakarta, 2002. H., 65.

® Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah, Yogyakarta: Graha
IImu, 2005, h., 7.

10 Khan, 2005 dalam Ascarya, op.cit, h., 20

1 Ascarya, Ibid

12 1hid,
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maupun pengusaha. Menurut Usmani,!3 konsep pembiayaan bagi hasil berlandaskan pada
beberapa prinsip dasar diantaranya :

a) Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan
partisipasi dalam usaha. Dalam hal musyarakah, keikutsertaan aset dalam usaha
hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.

b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas
proporsi pembiayaannya.

c) Para mitra usaha bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio
keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio
pembiayaan yang disertakan.

d) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan
proporsi investasinya.

Ada dua instrumen penting dalam pola bagi hasil yang dipergunakan perbankan
syariah, yaitu musyarakah dan Mudharabah. Mudharobah berasal dari kata dharb, berarti
memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan berarti proses seseorang memukulkan
kakinya dalam menjalankan usaha.1# Secara istilah mudharabah adalah akad antara pemilik
modal (harta) dengan pengelola modal, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua
belah pihak dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan secara teknis, mudharabah adalah akad
kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si-
pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si-
pengelola, si-pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.1>

Menurut Fatwa DSN-MUI, Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara
dua pihak di mana pihak pertama (Milik, Shahib Al-Mal, LKS) menyediakan seluruh modal,
sedangkan pihak kedua (‘Amil, Mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dana
keuntungan usaha bagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam
kontrak. (Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000).16

Menurut Booklet Perbankan Indonesia, Mudharabah merupakan Akad kerja sama
suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang
menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil mudharib, atau Nasabah) yang
bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan
kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya
oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau
menyalahi perjanjian.t”

Dasar hukum diperbolehkannya mudharabah adalah terdapat dalam Firman Allah
SWT:

13 Dalam Ascarya, Ibid

14 Muhammad Syafe’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia
Cendikia, edisi revisi cetaka ke-16, 2001, h., 149

15 Ibid
1. %6 Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
(Qiradh)
17 Booklet Perbankan Indonesia 2012, h., 129
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Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang)
kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian
pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran
malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-
batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa
yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-
orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia
Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang
mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan
yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah;
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al Muzammil[73]:20).

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: ’

Lagis (e i Wl b3S ()6 136 ¢ i Lo Ll (5 o 1 (80 21 UG BT ks WS @bl &

Artinya: “Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang
bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak
telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim,
dari Abu Hurairah).

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : “Dari Shalih bin Suhaib, Rasullulah SAW bersabda: Tiga hal yang didalamnya
terdapat keberkatan: jula beli secara tangguh, muqoradhah (mudharrabah), dan mencampur
gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual”.(HR. Ibnu Majah No.
2280 Khitab At Tijaroh).

Ketentuan Pembiayaan mudharabah berdasarkan fatwa DSN MUI No.7 /DSN-
MUI/IV /2000 Tentang Pembiayaan Mudharobah:

a) Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada

pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

b) Dalam permbiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai
100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah)
bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan
ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan
pengusaha).

d) Mudharabah boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati
bersama dan sesuai dengan syari’ah ; dan LKS tidak ikut serta dalam managemen
perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan.

e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan
bukan piutang.
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f) LKS sebagai penyedia dan menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah
kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau
menyalahi perjanjian.

g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar
mudharib tidak melakukan penyimpangan , LKS dapat meminta jaminan dari
mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib
terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama
dalam akad.

h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.

i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan
pelanggaran terhadap kesepakatan mudharib berhak mendapat ganti rugi biaya
yang telah dikeluarkan.

Sementara itu musyarokah secara etimologis berarti ikhtilath (percampuran), yakni
bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara
keduanya. Secara terminology musyarokah akad kerja sama antara dua orang atau lebih
untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (expertise)
dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai
kesepakatan.18

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan
musyarakah berarti saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra (cooperation,
patnership). Sedang secara istilah musyarrokah adalah pembiayaan berdasarkan akas
kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing
pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi
berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak
sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah
pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, dimana dana dari
bank merupakan pertisipasi modal bank dalam usaha yang dikelola oleh nasabah, dan
bankberhak ikut serta dalam mengelola usaha.1® Musyarrokah digunakan oleh ummat Islam
untuk sebuah transaksi perkongsian dalam bisnis.

Praktek musyarokah ini diperbolehkan oleh syariat. Hal ini berdasarkan dalil
dibawah :

Firman Allah SWT :
u—’ﬁj‘té-éu-\myw)wwus)-‘uﬂ@)&‘eﬁﬂﬂju@ulsuu%u@u&elu‘#}J‘d}uweﬁj.
uﬁubu-m}‘te—*uyéymjwuﬁéﬁ Wuiﬂ‘ueiﬂﬂ}eﬁu\su\ﬂﬂ}fﬁu&eju‘ﬁsﬁw & Cdls
55 (on SBT3 3150 8 S e SRT T3S o S0 Wl any O 2l 51 21005 8ial 41 &5 385

éﬁﬁéﬂh"‘jm&m})w)ﬁwﬁj‘@wym}

Artinya: “...Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,...”(QS. An Nisa’'[4]:12).
Firman Allah QS Shad [38]

18 Muhammad Syafe’I Antonio, op.cit, h., 143
19 Bank Indonesia, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah. Jakarta: Bank Indonesia,
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Artinya: "..Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu
sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan
mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...." (QS. Al Shod [38] : 24).

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

Lagith (e ChA A Aaalia LabAAT (LA 138 chialia Laddal (A5 ATl &0yl &6 Gl 38 b @ &),

Artinya: Dari Abu Hurairoh, Rasulullah SAW bersabda,“Allah SWT berfirman: ‘Aku
adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak
mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari
mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Tindak lanjut dari dalil ini dikeluarkanlah Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV /2000
tentang Pembiayaan Musyarrokah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan
hal-hal berikut:

a.

C.

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan
kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal
berikut:

a.
b.

e.

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra
melaksanakan kerja sebagai wakil.

Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses
bisnis normal.

Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola
aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan
aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa
melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan
dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

d.

Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya
sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,
properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau
menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar
kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan,
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta
jaminan.
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b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan
musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan
syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang
lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan
bagi dirinya.

2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan
wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja
harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian
musyarakabh.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang
ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional
menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui

musyawarah.20

Musyarakah merupakan suatu bentuk organisasi usaha yang di dalamnya dua orang
atau lebih mengambil bagian baik dalam pembiayaan maupun dalam manajemen usaha,
dalam proporsi yang sama atau tidak sama besar. Laba dapat dibagi dengan perbandingan
secara (tidak harus selalu harus demikian) yang disepakati bersama. Meskipun demikian,
kerugian harus dipikul secara proporsional sesuai dengan besarnya perbandingan modal
usaha. Sedangkan Mudharabah merupakan suatu bentuk organisasi yang di dalamnya
seorang pengusaha menyediakan manajemen tetapi dananya dari pihak lain, berbagi
keuntungan dengan penyandang dana dalam suatu perjanjian yang disepakati.21

Kegiatan pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah ini dikenal dengan Istilah Profit
and Loss Sharing (PLS). Teori ini berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan
sumber-sumber pembiayaan yang luas kepada para peminjam dengan prinsip barbagi
risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menaggung semua
risiko. Bank Islam dalam menentukan dalam menentukan keuntungan atau jasa adalah
menurut laba yang diperoleh. Kedua belah pihak menanggung untung dan rugi. Keuntungan
bisa naik dan bisa turun, tergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh. Kepada

20 Fatwa DSN MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarrokah
2L M. Umar Chapra, 4! Qur’an Menuju Sistem Moniter yang Adil, diterjemahkan Oleh Lukaman Hakim,
Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997, h., 44-45
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peminjam bank Islam tidak menentukan bunga dan kepada penabung tidak diberikan
bunga, yang diberikan adalah keuntungan yang diperhitungkan atas dasar besar kecilnya
laba yang didapat.?2

Sementara itu murobahah Menurut bahasa, murabahah berasal dari kata ribhu, yang
artinya keuntungan.?3 Secara sederhana murobahah adalah akad jual beli seharga barang
ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04
Tahun 2000, murobahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya
kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.2* Jika
kita melihat pengertian murabahah menurut istilah, akan ada bermacam pendapat. Berikut
pengertian Murabahah menurut istilah :

e Bagian dari jenis ba’i, yaitu jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok
barang yang dijual ditambah dengan sejumlah keuntungan (ribhun) yang disepakati
oleh kedua belah pihak, pembeli dan penjual.2>

e Dalam Fiqih Islam, murabahah yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual
menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain
yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan
(margin) yang diinginkan.26

e Murabahah merupakan salah satu dari akad/kontrak yang memberikan kepastian
pembayaran, baik dari segi waktu maupun jumlah sehingga ketika kita mendapat
pembiayaan dari bank syari’ah, jumlah & waktunya telah pasti & sudah ditentukan di
awal (Cashflow-Predertemined) yang formulanya, harga pokok ditambah dengan
harga perolehan barang (biaya-biaya lain dalam memperoleh barang) ditambah
dengan margin yang disepakati.2”

e Murabahah merupakan Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga
belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai
keuntungan yang disepakati.8

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan murobahah
didefenisikan sebagai akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan
keuntungan (margin) yang telah disepakati. Karena keuntungan disepakati, maka
karakteristik murobahah adalah si penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga
pembelian atau harga pokok barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada biaya tersebut.2® Misalnya A membeli sapi seharga Rp 15.000.000,-
biaya-biaya yang dikeluarkanya sebesar Rp 1.000.000,- lalu A menjual kembali sapinya Rp

22 H. A. Hafiz Ansory, AZ, ed, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku IIl, Pustaka Firdaus,
Jakarta:...h., 49.

2 Andri Soemitra, M.A., Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah. Kencana Predana Media Group : Jakarta,
Cetakan Kedua, 2010, h., 79.

24 Fatwa DSN-MUI No.04//DSN-MUI/1V/2000 Tentang Murobah

%5 Slamet Wiyono, Drs., Ak,MBA., Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari’ah Berdasar
PSAK dan PAPSI, PT.Grasindo : Jakarta, 2005, h., 40.

% Ascarya, Akad dan Produk Bank Syari’ah, PT. Raja Grafindo Persada : JaKarta, 2008, h., 81-82.

27 Siti Najma, Bisnis Syari’ah Dari Nol. Bandung: PT. Mizan Publika, 2008, h.,168.

28 Booklet Perbankan Indonesia 2012, h., 130

2 1bnu Rusyd dalam Adiwarman A. Karim, Bank Islam. Jakrta: Raja Grafindo Persada, 2014, h., 114
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18.000.000,- setelah mengatakan “saya mengambil keuntungan sebesar Rp 2.000.000,-.
Transaksi jual beli Murabahah bentuk ini diperbolehkan. Firman Allah SWT;

e a8 G 55aa 66 1Y) gl s 10l Ry 1l @ G
Artinya: “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil)
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan sukarela di antaramu...”.(QS. AN-Nisa’[4]:29) )
L a5 gl A Oals
Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."(QS. Al
Baqgarah|[2]: 275)

Hadis Nabi Muhammad SAW:

el ol 5 ) el el W) 06 Ay aliy adle A0 e 0 O3 Gl aie A )y s 0T et ol B2
(O ) avsaa s aale 0l
Artinya: Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya
jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban).

Sl a5 Al g (JaT ) el A Gt G006 106 sl iy e &0 s 20 G
(cuema 0= 4ake 0l o)) ill ¥ il el
Artinya: “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara
tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk
keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Bolehnya transaksi jual beli murobahah asalkan memenuhi rukun-rukun dan syarat-

syarat. Adapun rukun jual beli terdiri dari :

a. Ba'i = penjual (pihak yang memiliki barang)

b. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)

c. Mabi’ = barang yang akan diperjualbelikan

d. Tsaman =harga, dan

e. lIjab Qabul = pernyataan timbang terima.30
Sedangkan syarat-syarat Murabahah adalah :
Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
Kontrak harus bebas dari riba
Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang
sesudah pembelian
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.3!

g0 o

%0 Veithzal Rivai, Prof. Dr. H., S.E., M.M.,M.B.A., dan Ir. H. Arviyan Arifin, Islamic Banking-Sistem Bank
Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan &
Ekonomi Global-Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, cetakan pertama, 2010, h.,390
31 Muhammad Syafe’i Antonio, Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan. Jakarta: Bl & Tazkia
Institute, 1999, h., 160
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Penerapan akad Murabahah dalam Perbankan Syari’ah digunakan dalam fungsi
Lending-nya. Bank Syari’ah menerapkan beberapa jenis transaksi murobahah diantaranya :
a. Pembiayaan konsumtif yakni pembiayaan yang diberikan untuk pembelian
atau pengadaaan barang tertentu sebagai kebutuhan.
b. Pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan
usaha. Pembiayaan jenis ini terbagi dua yaitu;
- Pembiayaan investasi, contohnya pembelian kebun atau lahan
- Pembiayaan modal kerja, contohnya melalui pembelian stock dan
inventori, alat ganti, bahan mentah, barang setengah jadi, dan lain-lain.32
Penyaluran pembiayaan baik pola bagi hasil maupun murobahah seharusnya
mendatangkan pengaruh dalam hal pengembangan usaha yang dijalankan nasabah.
Menurut Purdi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya
peningkatan omset penjualan.33 Menurut Jeaning Beaver dalam Muhammad Sholeh, tolak
ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari
peningkatan omset penjualan.34
Menurut Indriyono seperti yang dikutip Sulastri Rini dkk, ukuran keberhasilan
bisnis adalah berupa besar kecilnya penghasilan (Income) atau keuntungan (profit) yang
diperoleh. Alur tolak ukur perkembangan usaha dalam penelitian ini dilihat dari jumlah
pendapatan, yaitu terjadinya peningkatan pendapatan ababila perkembangan usaha juga
meningkat.3>
Dan menurut Nejatullah Siddiqi melakukan analisis terhadap perilaku bagi hasil
terhadap kondisi stabilitas ekonomi, bahwa: “the introduction of ratios of profit sharing to
replace rate of interest will not destabilize the economy and that the change in the
entrepreneural profit will not get communicated back all along the line”.3¢ Pernyataan ini
menetapkan bahwa sistem ekonomi berdasarkan bagi hasil akan menjamin alokasi sumber
ekonomi yang lebih baik dan terjadinya distribusi pendapatan yang lebih sesuai. Analisis
terhadap persoalan peran bagi hasil terhadap pencapaian stabilitas ekonomi harus dengan
menggunakan pendakatan analisis keseimbangan (equilibrium). Mekanisme analisis
keseimbangan menyajikan bagaimana mekanisme penentuan supply (persediaan) dan
deman (permintaan) atas tabungan.

D. KESIMPULAN

Produk bagi hasil merupakan salah satu “jualan” bank syariah, seharusnya produk
atau akad ini dominan digunakan oleh bank syariah. Tapi realita menunjukan ternyata
produk bagi hasil dengan akad mudharobah dan musyarokah tidak menjadi yang paling
banyak digunakan. Akad ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan produk jual beli
dengan akad murobahah. Menurut data yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJ]K),

32 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2003,
h., 61

33 Purna E Chandra, Trik Menuju Sukses, (Jogyakarta:Grafika Indah, 2000), h., 121

3 Mohammad Sholeh, Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan,
(Semarang: UNDIP), h., 25

3 Sulastri Rini, dkk, Pengaruh Penerapan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Industri
Kerajinan Mamer/Onyx di Kecamatan Campur darat Kab.Tulung Agung, (Jakarta:LIPI, 2007), h., 9

3 Muhammad, Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2001), h., 27
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penyaluran pembiayaan dengan akad mudharobah rata-rata per tahun hanya 20% - 25%,
sedangkan penyaluran dengan akad murobahah menjadi dominan dengan rata-rata 60%-
75%. Jumlah ini tentu menjadi sesuatu yang memunculkan masalah, seharusnya bank
syariah yang pendiriannya dengan semangat membangun ekonomi yang berkeadilan
menyalurkan pembiayaan lewat produk dan akad yang berkeadilan juga. Tapi nyatanya
produk dan akad yang dominan digunakan bank syariah tidak akad yang berkeadilan. Hasil
pengabdian menunjukan bahwa dominasi akad murobahah dilatar belakangi oleh
kemudahan akad murobahah dalam penerapannya, dan relative hampir mirip dengan akad
kredit yang dijalankan oleh bank konvensional. Kemiripan akad ini juga menjadi lebih
mudah dipahami dan dijalankan oleh pegawai bank syariah.
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